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Tindak pidana korupsi yang terjadi di tanah air ini, membuat tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi
telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, yang pada
modus operandinyatindak pidana korupsi dilakukan secara kompleksitas dengan mengikutsertakan pihak
ketiga didalamnya. Melihat pada kenyataannya terhadap apa yang telah ditimbulkan oleh tindak pidana
korupsi itu maka diperlukannya suatu upaya-upaya yang luar biasa dalam hal penanggulangan serta
pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi. Dengan ini pemerintah melakukan tindakan "general
deterrence” dalam hal legalisasi pada bentuk tindakan perampasan aset terhadap pelaku tindak pidana
korupsi dalam melakukan upaya pengembalian aset Negara yang dicuri atas tindak pidana korupsi.
Penelitian ditujukan kepada substansi hukum yang khususnya peraturan perundang-undangan terkait dengan
tindakan perampasan aset, dengan dilanjutkan pada struktural hukum yang akan membahas tentang
mekanisme perampasan aset terhadap subjek hukum dan sebagai tujuan akhir adalah kultur hukum yang
memiliki konklusi terhadap penegakan hukum dalam mekani sme perampasan aset terhadap upaya
pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap pihak ketiga yang terkait. Penelitian ini dilakukan secara
kualitatif dengan metode deskriptif, dengan hasil penelitian menyarankan untuk membentuk peraturan
perundang-undangan yang akan disahkan dan dinyatakan memiliki kekuatan hukum yang tetap untuk dapat
menerapkan mekanisme perampasan aset dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi; memberikan
perluasan di dalam mekanisme perampasan aset terhadap pihak ketiga; memberikan definisi yang jelas
terhadap pihak ketiga sehingga secara kedudukan hukum dan secara hak dan tanggungjawabnya dalam
mekanisme peradilan pidana memiliki penafsiran yang sama dan dapat |ebih memberikan perlindungan
terhadap pihak ketiga dalam penyelesaian perkara pidana secara umum maupun secara khusus.
<hr>Corruption that occurred in this homeland, to make not only negatively impacts the state but has been a
violation of the rights of social and economic community at large, that the modus operandi of corruption
carried out by involving athird party complexities therein. Seeing the reality of what has been caused by
criminal acts of corruption that it needed an effort extraordinary in terms of prevention and eradication of
corruption. With the government taking action "general deterrence” in terms of legalization in the form of
asset seizure action against the perpetrators of corruption in making efforts to return assets stolen by the
State for a crime of corruption. Research addressed to a particular legal substance of legislation related to
the act of expropriation of assets, to continue in the law which will discuss the structural mechanism of
expropriation of assets of the legal subject and asthefinal goal isalegal culture that has a conclusion of law
enforcement in the mechanism of expropriation of assets against efforts for the eradication of corruption
against the third party concerned. This study was qualitative descriptive method, with results suggesting to
form legidation that has been validated and declared to have legal force to implement the mechanism of
expropriation of assetsin an effort to eradicate corruption, provide expansion in the mechanism of
expropriation of assets againstthird parties; provide a clear definition of athird party so that the legal
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position and the rights and responsibilitiesin the criminal justice mechanisms have the same interpretation
and can better provide protection against a third party in settlement of criminal cases generaly and
specifically.



